BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diketahui bahwa dewasa ini telah memasuki era globalisasi.
Dimana pada abad globalisasi ini mobilitas informasi, investasi,
teknologi, sumber daya dan operasi industri semakin meningkat. Sehingga
peran produk tentunya akan lebih penting dan sangat menentukan. Pasar
global tidak hanya menghasilkan persaingan yang lebih ketat terhadap pola
dan kompleksitas yang diwarnai dengan perkembangan teknologi informasi
yang sangat pesat, yang mengarah pada persaingan pasar global.

Era globalisasi ini, menuntut organisasi perusahaan dan organisasi
publik untuk senantiasa meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai
dengan bidangnya masing-masing. Perkembangan teknologi dan arus
informasi yang sangat cepat telah mendorong setiap organisasi perusahaan
dan organisasi publik untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas
dengan apa yang telah mereka dapatkan dari produk layanan organisasi
tersebut. Banyak cara yang telah dilakukan organisasi perusahaan dan
organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen,
diantaranya adalah dengan memberikan kesan/citra yang baik dalam hal

produk dan jasa maupun pelayanan kepada konsumen.



Sehingga peranan inovasi bagi setiap organisasi publik dan swasta
dalam era global membawa dampak dalam setiap pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat, untuk dapat mempengaruhi meningkatnya
kualitas pelayanan. Salah satu perusahaan atau BUMN yang bergerak
dibidang penyediaan tenaga listrik, yaitu PT. PLN (Persero) bertugas
menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang kebutuhannya
meningkat setiap tahunnya Peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik
sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat
diiringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia, sementara PT. PLN
(Persero) memiliki keterbatasan dalam  memenuhi peningkatan akan
kebutuhan listrik tersebut. Di Indonesia PT. Perusahaan Listrik Negara /
PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai penyedia
tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.

Produktivitas pelayanan merupakan kemampuan sebuah perusahaan
penghasil jasa dalam menggunakan input untuk menyediakan jasa dengan
memenuhi ekspektasi pelanggan. Dari definisi tersebut, posisi kualitas
dalam produktivitas pelayanan terletak pada sejauh mana kesesuaian
ekspektasi pelanggan terhadap kondisi nyata. Selain definisi yang telah
disebutkan diatas, produktivitas pelayanan juga dapat didefinisikan sebagai
perbandingan antara kualitas dan kuantitas output dengan kualitas dan
kuantitas input.

Sekarang ini setiap perusahaan dituntut agar selalu meningkatkan

produktivitas perusahaan, untuk itu PT. PLN (Persero) terus berupaya



meningkatkan produktivitas pelayanannya dalam penyediaan listrik. Melihat
banyaknya keluhan-keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan listrik
selama ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan inovasi untuk
menarik pelanggan baru dan memperluas hubungan pelanggan existing,
perusahaan berupaya meningkatkan ketersediaan daya di satuan sistem
ketenagalistrikan, merehabilitasi jaringan, serta menawarkan inovasi
produk dan layanan yang dilaksanakan di seluruh unit pelayanan berupa:
Listrik Prabayar dan Payment Point On Line Bank (PPOB).

Pengembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap
peningkatan kebutuhan dan keinginan masyarakat modern akan suatu layanan
yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan dalam
bertransaksi. Masyarakat dewasa ini sangat membutuhkan segalanya
menjadi lebih mudah. Teknologi adalah jantung dari segala kegiatan saat
ini. Menyikapi tuntutan tersebut PT PLN (Persero) mengembangkan suatu
produk layanan berbasis teknologi informasi yang disebut “Prabayar” atau
“Listrik Prabayar”.

Sistem prabayar merupakan konsep system layanan baru bagi PT.
PLN (Persero). Sistem prabayar menjadi pilihan PT PLN (Persero) karena
banyak manfaat yang bisa didapat oleh pelanggan maupun oleh PT. PLN
(Persero). Layanan prabayar ini merupakan penjabaran dari misi PT. PLN
(Persero), yaitu melakukan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait,

berorientasi kepada kepuasan pelanggan, dan pemegang saham.



Sejak diluncurkan pada Januari 2008, listrik prabayar menjadi salah
satu pilihan masyarakat dalam kemudahan pengelolaan pemakaian listrik
mereka. Listrik prabayar merupakan cara pembelian listrik dimana pelanggan
membayar terlebih dahulu baru kemudian menikmati aliran listrik. Berupa
voucher isi ulang yang telah tersedia diribuan loket-loket yang tersebar
diseluruh Indonesia, voucher Listrik Prabayar STROOM ini diharap mampu
menjangkau lebih luas masyarakat melalui kemitraan dengan bank, PT.
POS Indonesia, & mitra pihak ketiga lainnya. Layanan listrik prabayar ini
menggunakan alat khusus yang berbeda dengan layanan listrik pasca
bayar/biasa. Alat khusus ini dinamakan Killo-watt hour meter (Kwh meter)
PraBayar, atau lebih dikenal sebagai Meter Prabayar.

PT. PLN (Persero) mempunyai komitmen untuk selalu
menyuguhkan pelayanan yang inovatif dan terbaik bagi konsumen. Menurut
PT. PLN (Persero), konsumen adalah faktor penting yang harus
diprioritaskan, dimana kepuasan pelanggan berarti keuntungan bagi
perusahaan. Hal ini sesuai dengan visi yang ingin dicapainya, yaitu: ”Diakui
sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan
terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. Melalui visinya ini, ia
ingin diakui oleh pelanggan dan mitra kerja sebagai perusahaan yang
mampu memberikan layanan yang mudah, terpadu dan tuntas dalam
menangani berbagai masalah kelistrikan. Untuk mewujudkan visinya ini,
PT. PLN (Persero) harus memanfaatkan semua sumberdaya yang

dimilikinya agar dapat mengutamakan pelanggan sebagai target pasar,



sejalan dengan nilai-nilai yang diyakininya dan meningkatkan kualitas
pelayanan dengan standar ukuran kualitas, salah satunya yaitu memiliki
daya tanggap atau respon yang baik dengan inovasi-inovasi layanan yang
diberikan dari pemberi layanan. Sehingga dengan adanya peningkatan
inovasi yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) maka akan mempengaruhi
kualitas pelayanannya.

Kebutuhan akan jasa listrik di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun
menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan akan dibutuhkannya jasa
listrik ini merupakan dampak yang positif untuk menunjang tersalurnya
potensi yang dimiliki PT. PLN (Persero) dalam hal ini maka khususnya
pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang akan berupaya
untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan
tersebut.

Mengingat listrik prabayar merupakan layanan baru, diperlukan
suatu standar prosedur yang menjadi acuan bagi seluruh pegawai PT. PLN
(Persero) dalam memberikan layanan prabayar. Standar prosedur Pelayanan
Prabayar ini disusun oleh sebuah Tim Prabayar yang dibentuk melalui
Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.186.K/DIR/2010 tanggal 06 April
2010 dengan maksud agar pelayanan prabayar dilaksanakan secara seragam
dan terstandarisasi diseluruh Kantor Layanan PT. PLN (Persero) dan
pelanggan prabayar mendapat kemudahan.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Direksi PT. PLN (Persero)

tentang layanan prabayar, maka Standar Prosedur Pelayanan Prabayar ini



harus disesuaikan. Standar Prosedur Pelayanan Prabayar ini akan segera
diterapkan di seluruh Kantor Pelayanan PT. PLN (Persero). Selain itu,
dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberikan edukasi terhadap
masyarakat, karena masyarakat sudah terbiasa dengan system pascabayar.
Prabayar membutuhkan beberapa pemahaman baru serta teknis-teknis
lainnya didalam penggunaannya. Harus ada tindakan khusus dari pihak
PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang untuk
menyikapinya.

Dalam hal ini, masyarakat belum mengetahui bagaimana keuntungan
yang didapat bila memakai listrik prabayar. Karena adanya masalah yang
dihadapi masyarakat seperti belum mengetahui proses dan persyaratan
pelayanan listrik prabayar dan kurangnya sosialisasi tentang listrik prabayar.

Didasarkan pada uraian diatas, maka penulis menganggap perlu untuk
mengkaji lebih lanjut penelitian dalam bidang kelistrikan mengenai
seberapa besar kualitas pelayanan yang ada di PT. PLN (Persero) Rayon
Sawitto Kabupaten Pinrang, dan memilih judul yaitu “Kualitas Pelayanan
Listrik Prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten
Pinrang”.

Pokok Permasalahan

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis paparkan
sebelumnya, maka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun
ke tahun mengakibatkan penting adanya peningkatan kualitas layanan dalam

hal ini produk Listrik Prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto



Kabupaten Pinrang, dengan adanya peningkatan layanan produk maka
akan mempengaruhi peningkatan mutu atau kualitas pelayanan yang baik
dalam penggunaan jasa dan produk yang diberikan oleh PT. PLN
(Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang. Berdasarkan uraian
sebelumnya, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana
kualitas pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto
Kabupaten Pinrang ?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui kualitas
pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto
Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Manfaat Akademik

Dengan mengetahui kualitas pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN
(Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang, diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan pada
umumnya dan khususnya bagi ilmu administrasi.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi

sumbangan pemikiran serta informasi bagi PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto

Kabupaten Pinrang.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini berdasarkan pada teori yang
ada dan konsep-konsep serta kebijakan yang telah ditetapkan untuk
memudahkan pemahaman terhadap variabel penelitian ini maka akan
dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

1) Konsep Pelayanan

Pelayanan menurut Moenir (1992) adalah aktivitas yang dilakukan
seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui
sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang
lain sesuai dengan haknya.

Definisi yang sangat simpel diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi,
Skinner dan Crosby (Ratminto dan Winarsih, 2005; 2): “Pelayanan adalah
produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan
usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”.

Ini adalah definisi yang paling simpel. Sedangkan definisi yang lebih
rinci diberikan oleh Gronroos (Ratminto dan Winarsih, 2005; 2):

“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang
bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai
akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-

hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”.



Dari dua definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa ciri pokok
pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melihat
upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh
perusahaan penyelenggara pelayanan.

Pelayanan menurut Kotler (dalam Lukman, 2000 : hal 8)
mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Sedangkan Soetopo (dalam Napitupulu, 2007:164) mendefinisikan
pelayanan sebagai: ”Suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus)
apa yang diperlukan orang lain,”

Selain itu, Moenir (2008: hal 27) dalam buku Manajemen Pelayanan
Umum di Indonesia mendefinisikan pelayanan :

“Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan landasan faktor material melalui sistem prosedur dan
dengan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan
orang lain sesuai dengan haknya.”

Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem,
prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal
ini pelanggan agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai
dengan harapan mereka. Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan
kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Kotler (dalam Napitupulu, 2007: 164) menyebutkan sejumlah

karakteristik pelayanan sebagai berikut:
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Intangibility (tidak berwujud); tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar,
dicium, sebelum ada transaksi. Pembeli tidak mengetahui dengan pasti
atau dengan baik hasil pelayanan (service outcome) sebelum pelayanan
dikonsusmsi.

Inseparability (tidak dapat dipisahkan), dijual lalu diproduksi dan
dikonsumsi secara bersamaan karena tidak dapat dipisahkan. Karena itu,
konsumen ikut berpartisipasi menghasilkan jasa layanan. Dengan adanya
kehadiran konsumen, pemberi pelayanan berhati-hati terhadap interaksi
yang terjadi antara penyedia dan pembeli. Keduanya mempengaruhi hasil
layanan.

Variability (berubah-ubah dan bervariasi). Jasa beragam, selalu
mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung kepada
siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan.
Perishability (cepat hilang,tidak tahan lama); jasa tidak dapat disimpan
dan permintaannya berfluktuasi. Daya tahan suatu jasa layanan
bergantung kepada situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor.

Pelayanan prima adalah pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan

pelanggan dan memberi layanan melampaui dari yang diharapkan pelanggan.

Menurut Parasurahman dalam Tjiptono (1997:14) ada 5 dimensi layanan

yang harus dipenuhi dalam pelayanan prima, yaitu:

1.
2.

Tangible yaitu sesuatu yang mudah dilihat dan diukur.

Emphaty adalah kemudahan dalam berhubungan komunikasi, perhatian
pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan, misalnya mengucapkan
salam dan ucapan terimakasih.

Responsivenes adalah keinginan untuk membantu dan memberikan
layanan secara tanggap.

Realibility adalah kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan
dengan segera, akurat dan memuaskan.

Assurance adalah pengaturan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang
dapat dipercaya pelanggan.

2) Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, penggunaan istilah pelayanan
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publik dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau
pelayanan masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan
pengertian pelayanan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu
menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Oleh karenanya
pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat.

Sementara istilah publik, yang berasal dari Bahasa Inggris
(public), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam Bahasa
Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Konsep pelayanan publik
diturunkan dari makna public service yang berarti: “berbagai aktivitas yang
bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa” (Pamudji
dalam Napitupulu, 2007: 165), atau pelayanan umum (Soetopo dalam
Napitupulu, 2007: 165) yang diartikan sebagai:

“Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah dipusat, didaerah dan lingkaran BUMN/BUMD
dalam bentuk barang dan/atau jasa baik dalam rangka pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-
undangan.”

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
(Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian
pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan
pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya
birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan
layanan baik dan profesional. Pelayanan publik oleh birokrasi publik tadi
adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai
abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh
birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat dari suatu
negara kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, LAN (2003:182) mengemukakan
bahwa manajemen pelayanan pada sektor publik adalah keseluruhan kegiatan
pengelolaan yang dilakukan pemerintah yang secara operasional dilaksanakan
oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, baik pelayanan yang sifatnya
langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui
kebijakan - kebijakan tertentu.

Dimana dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus
memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran
yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati
oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN

Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:



13

a. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengejuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya Pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

e. Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

f.  Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku
yang dibutuhkan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu
perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang
semakin baik, merupakan indikasi dari empowering (Stewart, 1994)
yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar
akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin
berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada
pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan
kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan diatas birokrasi
publik harus dapat memberikan layanan yang lebih profesional, efektif,
sederhana, transparan/terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif sebagai

kapasitasnya untuk memberikan layanan kepada pihak yang membutuhkannya.
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Widodo (2001:270-271) pelayanan yang profesional, artinya pelayanan

yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi

layanan (pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut :

1.

2.

Efektif, lebih mengutamakanpada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan

sasaran.

Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan

secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya

kejelasan dan kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan.

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan
administrastif.

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan.

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,

rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses
pelayanan wajib diinformasikan saecara terbuka agar mudah diketahui dan
dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Efisiensi, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran palayanan dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk
pelayanan yang berkaitan.

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan
adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah
lain yang terkait.

Ketepatan waktu, Kkriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa

yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.

Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa

mengalami tumbuh kembang.

Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis diatas,

pemerintah dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi)
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dalam memberikan pelayanan. Dari yang suka mengatur dan memerintah
berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan
kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menujuke arah yang fleksibel
kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara
kerja yang realistik pragmatis (Thoha dalam Widodo, 2001). Dengan
revitalitas birokrasi publik, pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan
profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan
yang diberikan kepadanya terwujud.

Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu
penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service
provider (Barata, 2003:11) adalah pihak yang dapat memberikan suatu
layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau
konsumen (consumer) yang menerima layanan dari para penyedia layanan.

Pada prinsipnya pelayanan publik berbeda dengan pelayanan swasta,
namun demikian terdapat persamaan diantara keduanya, (Barata, 2004) yaitu :
a. Keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan

kepercayaannya.
b. Keper_caygan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup
organisasi.

Sementara karakteristik khusus organisasi dari pelayanan publik yang

membedakannya dari pelayanan swasta, (Kasim, 1993) adalah :
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a. Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata
Misalnya perijinan, sertifikat, peraturan, informasi keamanan, ketertiban,
kebersihan, transportasi dan lain sebagainya.

b. Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan
membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala regional, atau
bahkan nasional.

c. Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan
organisasi pemerintah yang cenderung birokratis.

d. Efisiensi dan efektifitas pelayanan akan meningkat seiring dengan
peningkatan mutu pelayanan.

e. Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak
langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan
pelayanan.

f.  Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan
masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing.

Menurut Rasyid, sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus
dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi
pelayanan masyarakat (public services function), fungsi pembangunan

(development function), dan fungsi perlindungan (protection function).

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas,
namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist

Osborne dan Gaebler (1992), dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi.

Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang

pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan

menggunakan pola kemitraan partnershhip Osborne dan Gaebler (1992),

antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama

antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan

kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government

yang dikemukakan Osborne dan Gaebler (1992).
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Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan
umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan
publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan
kepuasan kepada publik. Dalam pemerintahan, definisi pelayanan publik
dikemukakan dalam Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 81 Tahun 1993, yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Millik Daerah (BUMD) dalam bentuk
barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan-peraturan perundang-
undangan.

3) Konsep Kualitas Pelayanan

Pengertian Kualitas menurut Tjiptono (1997: hal 2), Kualitas
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Pengertian kualitas menurut Tjiptono (1997: hal 2) adalah:

1. Kesesuaian dengan persyaratan, bahwa persyaratan yang lengkap adalah
langkah untuk memperlancar suatu pekerjaan.

2. Kecocokan untuk pemakaian, bahwa dalam kepuasan pelanggan perlu
adanya kecocokan produk dengan pelanggan.

3. Perbaikan berkelanjutan, bahwa setiap organisasi mampu melakukan

perbaikan ke depannya.

Bebas dari kerusakan/cacat, mampu menjaga setiap produk dengan aman.

Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, mampu

melayani pelanggan setiap saat selama 24 jam.

6. Melakukan segala sesuatu secara benar, bahwa suatu pekerjaan harus di
lakukan secara profesional.

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan, bahwa dalam organisasi
harus mampu memberikan dan melayani pelanggannya dengan baik.

ok
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Dalam dunia persaingan berbicara tentang “mutu” adalah menghasilkan
produk dan/atau jasa. Suatu produk dibuat karena ada yang membutuhkan, dan
kebutuhan tersebut berkembang seiring dengan tuntutan mutu penggunanya.
Menurut Evans (2007), peningkatan kualitas pada mulanya berfokus pada
pengurangan cacat dan kesalahan pada barang dan jasa, perbaikan yang
bertahan lama tidak dapat tercapai tanpa perhatian yang sungguh-sungguh
terhadap suara konsumen serta keterlibatan pastisipasi para karyawan.

Menurut Brian (1994), dalam hal ini dikenal adanya konsep TQM
(Total Quality Management) untuk dapat dijadikan arah dalam menghasilkan
suatu produk dan/atau jasa dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pelanggannya. Titik temunya antara harapan dan
kebutuhan pelanggannya dengan disebut “bermutu”. Jadi ukuran bermutu
tidaknya suatu produk dan/atau jasa adalah pada terpenuhi tidaknya harapan
dan kenutuhan pengguna/pelanggan. Semakin tinggi tuntutan pengguna maka
semakin tinggi kualitas mutu tersebut.

Menurut Salis (1993) TQM adalah sebagai suatu filosofi dan suatu
metodologi untuk membantu mengelola perubahan, dan intinya adalah
perubahan budaya dari pelakunya. Lebih lanjut Slamet (1995) menegaskan
bahwa TQM adalah suatu prosedur dimana setiap orang berusaha keras secara
terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses.

Disamping TQM, konsep kualitas lain dikenal dengan sebutan Six
Sigma. Six Sigma berfokus pada kinerja yang terukur, menyediakan

penyelesaian masalah yang berdasarkan fakta dan terdisiplin. Prinsip kualitas
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dari Six Sigma menurut Evans (2007) didasari oleh tiga prinsip dasar sebagai

berikut :

1. Fokus pada pelanggan, bahwa setiap perusahaan harus berfokus pada
kepuasan pelanggannya.

2. Partisipasi dan kerjasama semua individu di dalam perusahaan, mampu
bekerja sesuai tanggung jawab dan mengeluarkan ide-ide dalam
perusahaan tersebut.

3. Fokus pada proses yang didukung oleh perbaikan dan pembelajaran secara

terus menerus, mampu bekerja secara konsisten dalam mengelola sistem
yang ada di perusahaan.

Gasperz dalam Lukman (2000 hal. 9-11) mengemukakan bahwa pada

dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

1.

Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan
langsung, maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan
pelanggan dan memberikankepuasan atas penggunaan produk.

Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan.

Tjiptono (1997: hal 13) mengatakan, bahwa dalam mendefinisikan

jasa yang berkualitas, ada beberapa karakteristik tambahan yang patut

diperhitungkan pula. Dalam (Tjiptono, 1997: hal 13) mengidentifikasi

delapan dimensi kualitas, yaitu

“Kinerja karakteristik operasi pokok dari produk inti; -ciri-
ciri atau keistimewaan tambahan; keandalan; kesesuaian dengan
spesifikasi; daya tahan; serviceability; estetika; dan persepsi terhadap
kualitas. Akan tetapi, sebagian besar dimensi tersebut lebih tepat
diterapkan dalam perusahaan manufaktur”.

Oleh sebab itu, Stamatis (dalam Tjiptono, 1997:hal 14)

memodifikasi delapan dimensi Garvin menjadi tujuh dimensi yang bisa

diterapkan pada industri jasa :



=

20

Fungsi (function): kinerja primer yang dituntut dari suatu jasa.
Karakteristik atau ciri tambahan (features): kinerja yang diharapkan
atau karakteristik pelengkap.

Kesesuaian (conformance): kepuasan yang didasarkan pada pemenuhan
persyaratan yang telah diterapkan.

Keandalan (reliability): kepercayaan terhadap jasa dalam kaitannya
dengan waktu.

Serviceability: Kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila
terjadi kekeliruan.

Estetika (aesthetics): pengalaman pelanggan yang berkaitan dengan
perasaan dan panca indera.

Persepsi: reputasi kualitas.

Sementara itu, Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (dalam Tjiptono,

1997: hal 14) mengidentifikasi lima dimensi pokok yang berkaitan dengan

kualitas jasa :

1)
2)
3)

4)

5)

Bukti Langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
pegawai, dan sarana komunikasi.

Keandalan (realiability), yakni kemampuan memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

Daya tanggap (responsiveness), Vyaitu keinginan para staf untuk
membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan,
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya,
resiko atau keragu-raguan.

Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi
yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi

pada pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan Lukman (2000:

hal 8) menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang

berkualitas sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang

dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan eksternal,

dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih didahulukan apabila ingin

mencapai Kinerja pelayanan yang berkualitas.
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Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability,
dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas
pelayanan yang mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas
suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai
penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang
berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis
kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan
suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu
diberikan.

Menurut Utomo (1987 : 132) menyatakan bahwa memang pada
dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya
suatu kualitas pelayanan publik, yaitu :

1) Bagian antar pribadi yang melaksanakan (Inter Personal Component)

2) Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (Proses and
Environment Component)

3) Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (Professional and
Technical Component)

Dalam persepektif TQM kualitas dipandang secara lebih luas, yaitu
tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses,
limgkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam definisi yang
dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2000:51) bahwa
kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,

jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan.
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Menurut Gaspersz yang dikutip Lukman (2000: hal 146) pada
dasarnya sistem kualitas modern dapat dicirikan oleh tiga karakteristik,
yaitu sebagai berikut:

1) Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan yang berarti produk-
produk didesain sesuai dengan keinginan pelanggan melalui suatu riset
pasar kemudian diproduksi dengan baik dan benar sehingga memenuhi
spesifikasi desain yang pada akhirnya memberikan pelayanan purnajual
kepada pelanggan.

2) Sistem kualitas modern dicirikan oleh adnya partisipasi aktif yang
dipimpin oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas
secara terus-menerus.

3) Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap
orang terhadap tanggungjawab spesifik untuk kualitas.

4) Faktor-Faktor Pendukung Pelayanan

Di dalam pelayanan terdapat enam faktor yang mendukung pelayanan
yaitu kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keterampilan petugas, dan
sarana pelayanan sebagaimana menurut Moenir (2008 : 88) menyebutkan
bahwa di dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor pendukung yang
penting diantaranya faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang
berkecimpung dalam pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi landasan
kerja pelayanan, faktor organisasi yang merupakan alat serta system yang
memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan
yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, faktor keterampilan
petugas dan faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan menurut Moenir (2008 : 105) bahwa prosedur

pelayanan adalah rincian mekanisme system. Prosedur pelayanan bisa

diartikan sebagai tata cara yang berlaku dalam organisasi. Kedudukannya
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demikian penting sebab sah atau tidaknya perbuatan orang dalam kaitan
organisasi ditentukan oleh tingkah lakunya berdasarkan prosedur itu.

Untuk memperlancar mekanisme kerja maka dilakukan berbagai
prosedur yang benar dan tepat karena prosedur itu bersifat mengatur perbuatan
baik ke dalam (intern) maupun ke luar (ekstern) yang harus diketahui oleh
semua pegawai atau pekerja dalam suatu organisasi maupun di luar organisasi.

Prosedur intern dan ekstern menurut Moenir (2008 : 107) diuraikan
sebagai berikut :

“Prosedur intern yang mengatur langkah/perbuatan
pegawai/pekerja di dalam organisasi itu sendiri misalnya prosedur
melaksanakan kerja lembur, prosedur kenaikan pangkat, prosedur
tugas belajar, prosedur penggunaan hak cuti, prosedur pemberhentian
(PHK) dan sebagainya. Sedangkan prosedur ekstern pada dasarnya
mengatur langkah atau perbuatan orang di luar organisasi yang
mempunyai kepentingan terhadap hasil kegiatan organisasi baik berupa
produk jasa maupun barang. Contoh prosedur ekstern ialah prosedur
mendapatkan paspor, prosedur memperoleh Visa Negara Asing yang
bersangkutan, prosedur memperoleh 1zin Usaha/Perusahaan, prosedur
memperoleh Kuasa Pertambangan, prosedur memperoleh Hak Guna
Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU), prosedur memperoleh
kewarganegaraan suatu Negara, prosedur pendaratan pesawat udara,
prosedur sandar di pelabuhan laut, dan lain sebagainya.”

Lebih lanjut menurut Moenir (2008 : 107) akan pentingnya prosedur
yang baku adalah bahwa :

“Apabila suatu prosedur telah dibuat lalu diterapkan dan ternyata
hasilnya baik memenuhi maksud, maka ia dibakukan menjadi prosedur
tetap (protap) atau istilah dalam manajemen standard procedures atau
standar operating procedures (SOP).”

Dengan pembakuan prosedur, makin kuat kedudukan prosedur dalam

rangka pencapaian tujuan. Berdasarkan hal pendapat tersebut, maka prosedur

yang baku itu diharapkan menjadi tingkah laku kerja dari setiap pegawai atau
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pekerja dalam organisasi sehingga perubahan-perubahan prosedur setiap saat
dapat dihindari sebab dapat mempengaruhi kelancaran mekanisme pekerjaan.
b. Kemampuan Sumber Daya Manusia
Pengertian mampu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
kesanggupan atau kecakapan sementara menurut Moenir (2008 : 106) kata
mampu berarti mampu melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan
tugas/pekerjaan sehingga barang atau jasa dapat diselesaikan atau dicapai
sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa kemampuan merupakan
suatu gambaran mengenai kemampuan manusia dalam menggunakan daya
atau kekuatan anggota badannya atau menggunakan peralatan kerja yang
tersedia dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan.
Pengertian kemampuan sering diidentikkan dengan pengertian
kreativitas sebagaimana menurut Supriadi (1996 :16) bahwa :
“Setiap orang memiliki kemampuan kreatif dengan tingkat yang
berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki
kemampuan atau kreativitas, dan yang diperlukan adalah
bagaimanakah mengembangkan kreativitas (kemampuan) tersebut.”
Sementara itu Semiawan (1984: 8) mengartikan kreativitas sebagali
berikut : “Kemampuan untuk membuat kombinasi kombinasi baru antar unsur
data atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya.”

Dengan demikian kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan
yang mencerminkan kelancaran, keluwesan atau fleksibel dan orisinalitas
serta kemampuan mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, dan

memperinci) suatu gagasan. Oleh karena itu, seorang dikatakan kreatif

apabila memiliki kemampuan yang bisa dipertanggung jawabkan.
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Adapun Sahlan (1988 :20) mengemukakan bahwa terdapat faktor-
faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah sebagai berikut :

(1) Faktor usia, dimana seseorang pada waktu muda sangat kreatif, namun
setelah tua kemampuan dan kreativitasnya mengalami kemunduran karena
dimakan usia. Kadang kemampuan dan bakat seseorang yang begitu jaya
waktu muda dapat sirna setelah tua. Hal ini disebabkan kehilangan upaya
dan telah merasa puas dengan keberhasilan yang telah diraihnya.

(2) Faktor Jenis Kelamin, dimana dalam kelancaran ide kaum wanita sering
lebih unggul dibanding dengan kaum pria.

(3) Faktor Usaha, dimana faktor usaha dan kemauan keras akan menciptakan
kreativitas. Usaha keras akan mampu membentuk kebiasaan berupa
peningkatan kreativitas dengan baik.

Lain halnya dengan pendapat Manguhardjana (1986 :56-62) yang
menyorot kemampuan dari faktor penghambatnya yakni bahwa :

“Ada tujuh faktor yang menghambat kemampuan yaitu : (1) rasa
takut gagal, (2) terlalu sibuk dengan tata tertib dan tradisi, (3) gagal
melihat kekuatan yang ada, (4) terlalu pasti, (5) enggan untuk
mempengaruhi, (6) enggan untuk bermain-main, (7) terlalu
mengharapkan hadiah.”

Kemampuan itu sendiri menurut Sutermeister (1976 :1) adalah faktor
penting dalam meningkatkan produktivitas kerja, kemampuan berhubungan
dengan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang dimiliki
seseorang. Oleh karena itu, dengan memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi  kemampuan, diusahakan dapat mempertahankan dan
menumbuhkembangkan faktor-faktor yang mendukung kemampuan Kkerja

pegawai dan berusaha menjauhkan faktor yang menghambatnya sehingga

kualitas pelayanan dapat tercipta.
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c. Sarana Pelayanan

Kualitas pelayanan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat publik
sangat perlu ditunjang oleh sarana kerja atau sarana pelayanan yang memadai.
Sarana pelayanan itu sendiri menurut Moenir (2008 : 119) bahwa :

“Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan
kerja atau fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu
dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka
kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi
kerja itu”

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sarana pelayanan
sebagaimana menurut Moenir (2008 : 119-121) adalah sebagai berikut:

(1) Sarana kerja, sarana kerja yang ada harus senantiasa dipelihara sesuai
dengan standar, prosedur dan metodenya serta dijaga kesiapgunaannya
(ready for use). Sebab kalau tidak maka adanya gangguan pada sarana
kerja, dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan bahkan dapat
mengakibatkan fatal.

(2) Fasilitas Pelayanan, fasilitas pelayanan berupa fasilitas ruangan yang
aman dan tertib, Informasi yang dilengkapi dengan bahan-bahan yang
penting yang secara umum ingin diketahui oleh orang-orang yang
berkepentingan dan lain-lain, kemudian fasilitas telepon dan alat panggil.

5) Pelayanan Listrik PT. PLN (Persero)

PT. PLN  (Persero) sebagai satu-satunya badan yang
bertanggungjawab atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan menyediakan energi listrik yang handal bagi
konsumennya seperti yang tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2009
tentang ketenagalistrikan. Bahkan pemerataan tenaga listrik harus
dilaksanakan diseluruh pelosok negeri ini tanpa terkecuali. Selain itu

konsumen pun berhak mendapatkan penyediaan listrik secara terus-

menerus. Keberadaan PT. PLN (Persero) sendiri ditengah masyarakat
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dituntut untuk memberikan pelayanan penuh kepada seluruh lapisan

masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Peraturan ketenagalistrikan 2012

antara lain:

1. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

2. Peraturan Pemerintah No0.10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik.

3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.2 P/451/M.PE/1991
tentang hubungan pemegang kuasa usaha kelistrikan untuk kepentingan
umum dengan masyarakat.

Pelayanan listrik adalah adanya pemenuhan kebutuhan oleh pelanggan
listrik (masyarakat) yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini
adalah PT. PLN (Persero). Melihat dari fungsi listrik memang tidak bisa
dipungkiri bahwa kebutuhan akan pelayanan listrik harus diperhatikan.
Tenaga listrik berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat
modern, untuk keperluan rumah tangga, industri, perkantoran, usaha dan
lain sebagainya. Tingkat ketergantungan pada energi listrik sebanding
dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dalam kesejahteraan
masyarakat. Sementara itu, persaingan global yang mendorong
restrukturisasi sektor ketenagalistrikan nasional pasti memberikan dampak
pada PT. PLN (Persero) sebagai pelaku bisnis.

Bagi PT. PLN (Persero), yang dimaksud layanan kepada pelanggan,
terdiri dari dua aspek: (www.pln.co.id)

1. Pelayanan teknik: misalnya kecepatan penyambungan, mutu tegangan,
frekuensi, kontinuitas pasokan dan kecepatan dalam pemulihan
gangguan dan seterusnya.

2. Pelayanan non-teknik: mulai dari penerimaan loket, penyelenggaraan

administrasi tata usaha pelanggan, perhitungan rekening, fasilitas
pembayaran rekening, pelayanan informasi dan lain sebagainya.
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Ada beberapa hak dan kewajiban pelanggan dan PT. PLN (Persero)
antara lain: (www.pln.co.id)

1. Hak dan Kewajiban Pelanggan

a. Kewajiban utama pelanggan PT. PLN (Persero) adalah membayar
rekening tepat waktu.

b. Hak utama pelanggan adalah mendapatkan tenaga listrik secara
berkesinambungan dengan baik.

2. Kewajiban PT. PLN (Persero) Menurut Peraturan Pemerintah
No0.10/19809:

a. Memberikan pelayanan yang baik

b. Menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu yang
baik

c. Memberikan perbaikan apabila terjadi gangguan.

d. Bertanggungjawab atas segala kerugian atau berbahaya terhadap
nyawa dan barang yang timbul karenanya.

3. Kewajiban PT. PLN (Persero) menurut Peraturan Pemerintah
N0.02.P/451/M.PE/1991 pasal 3 ayat (1) adalah memberikan kompensasi
berupa reduksi apabila terjadi penghentian sementara penyaluran
listrik, yang berlangsung secara terus-menerus melebihi jangka waktu
3x24 jam.

4. Hak PT. PLN (Persero) adalah:

a. Menerima pembayaran tagihan tepat waktu
b. Perlindungan hukum dari konsumen nakal.

Kebutuhan akan tenaga listrik disuatu daerah terus meningkat dari
waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut. Dinamika konsumsi energi
listrik juga dapat digunakan sebagai indikator kecenderungan kemana
perkembangan dari sektor atau daerah tersebut bergerak. Semakin
meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik ini tentunya harus diantisipasi
dengan menyediakan sistem kelistrikan yang lebih memadai baik jumlah
maupun kualitasnya dimana-mana yang akan datang. Energi listrik
merupakan sarana produksi maupun sarana kehidupan sehari-hari yang

memegang peranan penting dalam upaya mencapai sasaran pembangunan.


http://www.pln.co.id/
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Tersedianya tenaga listrik yang merata dan dipergunakan secara luas untuk
keperluan sehari-hari akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6) Kaualitas Pelayanan Listrik Prabayar

Terkait dengan pelayanan publik, kualitas pelayanan listrik pada PT.
PLN (Persero) harus disesuaikan dengan standar pelayanan publik yang telah
ditegaskan oleh pemerintah. Mengacu pada hak dan kewajiban PT. PLN
(Persero), pemerintah sangat menekankan bagaimana kualitas pelayanan itu
dapat terwujud.

Ada beberapa produk layanan yang diselenggarakan oleh PT. PLN
(Persero) salah satunya yaitu Listrik Prabayar, berikut ini penjelasan
mengenai produk listrik prabayar :

a. Listrik Pra Bayar

Tekad PT. PLN (Persero) Wilayah Sultanbatara untuk terus memberikan
yang terbaik utamanya dalam hal pelayanan kepada pelanggan terus
ditingkatkan. Salah satunya melalui pelayananan Listrik Prabayar (LPB)
menjawab keluhan pelanggan atas kesalahan baca meter, privasi tidak
terganggu dan lain-lain. (www.pln.co.id)

1) Listrik pra bayar menjawab masih adanya keluhan :
e Pencatat meter, sering terjadi adanya salah catat angka meteran
berakibat dengan membengkaknya pembayaran.
e Tagihan tidak menentu, karena adanya salah catat angka meteran
akibatnya tagihan tidak menentu kadang tagihan jumlah besar kadang

pula berjumlah kecil.
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Tunggakan rekening rumah kontrakan / kos, karena kurangnya
sosialisasi jadwal pembayaran rekening listrik.

Salah pemutusan, kurangnya ketelitian dri pihak PT. PLN (Persero)
dalam melakukan pemutusan sementara.

Tagihan tidak sesuai dengan pemakaian, karena adanya salah input data

pencatatan meter.

2) Manfaat bagi pelanggan :

Mudah memantau pemakaian listrik setiap saat, Melalui meter
elektronik prabayar pelanggan dapat memantau pemakaian listrik
sehari-hari dan setiap saat. Di meter tersebut tertera angka sisa
pemakaian kWh terakhir. Bila dirasa boros, pelanggan dapat
mengerem pemakaian listriknya.

Disiplin menggunakan listrik sesuai anggaran belanja, Dengan nilai
Pulsa Listrik (voucher) bervariasi mulai Rp 20.000,0 s.d. Rp
1.000.000,- memberikan keleluasaan bagi pelanggan dalam membeli
listrik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan (lebih terkontrol
dalam mengatur anggaran belanja keluarga).

Tidak lagi terikat dengan pencatat meter maupun jadwal pembayaran,
hal ini bahwa listrik prabayar lebih mudah dikontrol oleh pelanggan.
Dapat membeli token / ”"STROOM” (isi ulang energi listrik) di
banyak tempat, pelanggan dapat melakukan transaksi pembelian
token di atm bank, kantor pos dan loket Payment Point On Line Bank

(PPOB)
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Tidak ada istilah menunggak, sanksi pemutusan, biaya keterlambatan,
Tidak ada lagi biaya tambahan bayar listrik dikarenakan terbebani
biaya keterlambatan akibat lupa bayar tagihan listrik.

Privasi terjaga, Untuk pelanggan yang menginginkan kenyamanan
lebih, dengan menggunakan Listrik Prabayar tidak perlu menunggu
dan membukakan pintu untuk petugas pencatatan meter karena meter
prabayar secara otomatis mencatat pemakaian listrik anda.

Tidak dikenakan Uang Jaminan Langganan, bahwa pelanggan tidak lagi
memberikan Uang Jaminan Langganan sebagaimana telah diterapkan

sebelum adanya listrik prabayar.

3) Manfaat bagi PT. PLN (Persero) :

Pendapatan diterima lebih cepat, hal ini bahwa sistem dilakukan secara
online.

Tidak ada tunggakan, hal ini bahwa PT. PLN (Persero) menekan angka
tunggakan yang semakin membengkak.

Proses bisnis lebih sederhana, hal ini bahwa PT. PLN (Persero)
memberikan pelayanan secara prima.

Biaya Operasi berkurang, hal ini bahwa PT. PLN (Persero) melakukan
penghematan anggaran belanja.

Image perusahaan membaik karena komplain berkurang (salah
catat, salah pemutusan, tuduhan kesengajaan membengkakkan

tagihan, tidak lagi menyimpan UJL)

4) Proses pemasangan :
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Mendaftar di loket pelayanan PT. PLN (Persero) dengan membawa
KTP dan sket lokasi, Pemberkasan administrasi permohonan
sambungan baru

PT. PLN (Persero) survei, Survey lapangan untuk mengetahui secara
persis kondisi kelistrikan dilapangan (kondisi teknis, jarak dengan
tiang terdekat, jarak dengan trafo terdekat, dan informasi teknis
lainnya)

Penerbitan surat persetujuan, PT. PLN (Persero) dengan pelanggan
melakukan persetujuan penyambungan baru.

Calon pelanggan menyampaikan Sertifikat Laik Operasi (SLO), hal
ini untuk mempermudah pemasangan listrik prabayar bagi pelanggan.
Calon pelanggan membayar biaya penyambungan dan token /
”STROOM” perdana, Calon pelanggan menyelesaikan proses
admistrasi di Kantor PT. PLN (Persero). Proses pembayaran biaya
penyambungan hanya dapat dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero)
dan atau melalui Bank yang ditunjuk.

Calon pelanggan menandatangani surat perjanjian. Menandatangani
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

PT. PLN (Persero) melaksanakan penyambungan, PT. PLN (Persero)
akan melakukan penyambungan listrik ke bangunan pelanggan,
setelah seluruh proses administrasi terselesaikan dan secara teknis

sudah dapat dilakukan penyambungan.
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5) Peruntukan :
e Pelanggan baru, pelanggan yang melakukan penyambungan baru.
e Pelanggan pasca bayar migrasi ke pra bayar, pelanggan yang memakai
kwh analog di ganti dengan kwh listrik prabayar.
e Untuk sementara LPB diperuntukkan sambungan 1 Phasa dengan daya
900 VA, 1300 VA, 2200 VA, 3500 VA, 4400 VA, dan 5500 VA.
Inilah inovasi terkini dari layanan PT. PLN (Persero) yang lebih
menjanjikan kemudahan, kebebasan dan kenyamanan bagi pelanggannya.
Dengan listrik prabayar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri
penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Nantinya, lewat
layar yang ada di MPB akan tersajikan sejumlah informasi penting yang
langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan
penggunaan listriknya, seperti : (www.pln.co.id)
e Informasi jumlah energi listrik (Kwh) yang dimasukkan (diinput).
e Jumlah energi listrik (Kwh) yang sudah terpakai selama ini
e Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (real time).
e Jumlah energi listrik yang masih tersisa.
Jika energi listrik yang tersimpan di MPB sudah hampir habis, maka
MPB akan memberikan sinyal awal agar segera dilakukan pengisian ulang.
Dengan demikian, pelanggan secara real time, setiap saat, kapan saja dapat

mengetahui secara persis penggunaan listrik di rumabh.
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b. Proses layanan peralihan Killo-watt hour (Kwh) pascabayar ke
prabayar

Adapun proses layanan peralihan Killo-watt hour (Kwh) pascabayar
ke prabayar sebagai berikut : (www.pln.co.id)

e Pelanggan melakukan pendaftaran dilengkapi rekening bulan terakhir,
e Pelanggan membayar stroom perdana dan biaya materai,

e Pelanggan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik,
e Petugas PT. PLN (Persero) akan melakukan penyambungan Alat

Pengukur dan Pembatas (APP),

e Pelanggan berhak membayar tagihan susulan sesuai dengan
pemakaian terakhir pada saat pergantian Killo-watt hour (Kwh).

Maka dari itu, kualitas pelayanan prima seharusnya ditampilkan
oleh Badan Usaha Milik Negara khususnya PT. PLN (Persero) sebagai satu-
satunya perusahaan listrik negara, dengan tujuan untuk menghasilkan
pelanggan dengan perasaan senang dalam berhubungan dengan bisnis listrik
ini. Kualitas pelayan kerja prima ini dipengaruhi oleh penilaian-penilaian
yang bersifat intangible (tidak berwujud) yaitu emosi pada saat berhubungan
dengan sebuah produk maupun jasa sebagai luapan emosi yang saat
berhubungan dengan sebuah produk maupun jasa sebagai luapan emosi yang
ditandai oleh perasaan puas maupun tidak puas dalam mempersepsi prestasi
sebuah produk atau jasa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing
ataupun dengan harapan pelanggan. Sebagaimana telah disampaikan

sebelumnya kewajiban PT. PLN (Persero) berdasarkan peraturan pemerintah
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No. 10 tahun 1989 sebagaimana dijelaskan bahwa PT. PLN (Persero) harus
memberikan pelayanan listrik yang baik. Hal tersebut menunjukkan
adanya pelayanan yang bersifat umum harus dijunjung tinggi
penyelenggaranya. Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar
pelayanan publik dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik
sebenarnya telah lama dilakukan.

7) Konsep Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan,
harapan, dan keperluan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai
memuaskan bila ia dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya.
Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pelanggan dalam
menilai suatu pelayanan, yaitu ketetapan waktu, dapat dipercaya, kemampuan
teknis, diharapkan, berkualitas dan harga yang sepadan. Berdasarkan faktor-
faktor tersebut, pelanggan sendiri yang menilai tingkat kepuasan yang mereka
terima dari barang atau jasa spesifik yang diberikan, serta tingkat kepercayaan
mereka terhadap kemampuan pemberi pelayanan.

Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996:146) bahwa kepuasan
pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan Kinerja
(atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan adalah
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kualitas
termasuk semua elemen yang diperlukan untuk memuaskan tujuan pelanggan,
baik internal maupun eksternal, juga termasuk tiap-tiap item dalam produk

kualitas, kualitas layanan, dan penampilan.
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Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan

pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui beberapa faktor yang

mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Menurut Kotler yang dikutip

Tjiptono (1996) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan

pelanggan sebagai berikut :

1.

Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan
oleh pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi
dengan perusahaan.

Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi produk dan
layanan, baik dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.

Pengalaman teman-teman, cerita teman pelanggan tentang kualitas
produk dan layanan perusahaan yang akan didapat oleh pelanggan.
Komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari
image periklanan dan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahan.

B. Definisi Operasional Variabel

Sesuai dengan judul skripsi yaitu kualitas pelayanan listrik prabayar

pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari

beberapa variabel dan indikator yang digunakan sebagai berikut :

a.

Prosedur pelayanan adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja
yang tetap yang telah ditentukan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan penyambungan
baru listrik prabayar.

Kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan pegawai dan
tenaga kontrak/outshorcing dalam mengikuti pendidikan, mempunyai

keterampilan / pengalaman dibidang ketenagalitrikan dalam memberikan
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pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (pelanggan) sehingga tercapai
tujuan yang diharapkan.

c. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan seperti
komputer dan killo-watt hour (Kwh) meter listrik prabayar . Prasarana
adalah  segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses terdiri dari ruang pelayanan administrasi,
ruang pelayanan teknik dan parkiran.

C. Model Penelitian
Mekanisme pelayanan dalam suatu organisasi, seperti halnya pada

PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang pada dasarnya

mengupayakan adanya standar pelayanan yang memadai agar semua

elemen-elemen yang menjadi sasaran pelayanan dapat terlayani sesuai
dengan mekanisme yang ada dan mencerminkan aspek distribusi yang baik
serta keadilan.

Untuk menentukan kualitas produk layanan pada PT. PLN (Persero)

Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang sesuai dengan konsep teoritik dan upaya

peningkatan kualitas manajemen publik yang meliputi proses prosedur

pelayanan yang cepat, mudah dan terdeteksi meliputi : prosedur pelayanan,
kemampuan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, maka model

penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Kualitas Pelayanan
Listrik Prabayar
PT. PLN (Persero)
Rayon Sawitto
Kabupaten Pinrang
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Prosedur Pelayanan

Prosedur Pasang baru.
Mudah mengadakan
kontak/komunikasi.
Melakukan verifikasi
administrasi dan lapangan.

v

Kemampuan SDM

Terampil dalam
melaksanakan tugas di kantor.
Terampil dalam
melaksanakan tugas di
lapangan.

Mampu melakukan kerjasama
antar pegawai di kantor.
Mampu melakukan kerjasama
antar pegawai di lapangan.

Sarana dan Prasarana

Sarana

- Komputer

- Killo-watt Hour (KwH)
meter listrik prabayar

Prasarana

- Ruang pelayanan
administrasi

- Ruang pelayanan teknik

- Parkiran

Gambar 1 Model Penelitian
Sumber : Moenir (2008:119-121)
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D. Pertanyaan Penelitian
Sejalan dengan pokok permasalahan penelitian ini yakni kualitas
pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten
Pinrang dan berdasarkan kerangka pikir yang telah digambarkan, maka dapat
diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero)
Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan listrik
prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana sarana dan prasarana pelayanan pada PT. PLN (Persero)

Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang ?
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BAB I11

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian kuantitatif ini dengan metode survey yaitu metode
penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan
keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan
gambaran tentang kualitas pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero)
Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang.

Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini dianggap
sangat relevan dengan materi penulisan skripsi, karena penelitian yang
dilakukan hanya bersifat deskriptif. Yaitu menggambarkan apa adanya
kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode survey guna
memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan
permasalahan yang ada.

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menerima pelayanan
listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang.
Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah pengguna jasa listrik
prabayar PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang pada bulan

Januari 2013 — Maret 2013 dengan asumsi sebagai berikut :
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No. Waktu Rekap per bulan
1. Januari 2013 67 pelanggan
2. Februari 2013 55 pelanggan
3. Maret 2013 69 pelanggan

Jumlah 191 pelanggan

Sumber : Data PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang, 2013
Sehingga jumlah populasi yang digunakan adalah 191 pelanggan.
2. Sampel

Menurut Sugiyono (2004:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah sebagian dari
populasi yang diteliti.

Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai
perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh
dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Penarikan sampel
diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar, maka peneliti perlu
mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau baru kemudian
menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan.

Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan
maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Secara umum, untuk
penelitian korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang
baik adalah 30, sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel
minimum 15 dari masing-masing kelompok dan untuk penelitian survey

jumlah sampel minimum adalah 100.
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Besaran atau ukuran sampel ini sampel sangat tergantung dari besaran
tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal
tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya
adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah
sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel
(semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan
generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah
populasi) maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan rumus slovin
( dalam Riduwan, 2005 : 65) :

n=N/N(d)*+1

Keterangan :
n = Sampel
N = Populasi

d = Nilai presisi 95 % atau sig. = 0,05.

Berdasarkan rumus slovin tersebut, diketahui bahwa jumlah populasi
dari bulan Januari 2013 — Maret 2013 adalah 191 pelanggan dan tingkat
kesalahan yang dikehendaki adalah 5 %, maka jumlah sampel yang
digunakan adalah :

n=191/191(0,05)?+ 1 = 129,27 dibulatkan 129.

3. Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang secara

umum terbagi dua yaitu probability sampling dan non probability sampling.
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Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan
peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel.
Dalam penelitian ini menggunakan sampel random sampling yaitu teknik
yang paling sederhana (simple). Sampel diambil secara acak, tanpa

memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.

. Teknik Pengumpulan Data

Dalam wupaya mendapatkan data, informasi serta keterangan-
keterangan bagi kepentingan penulisan penelitian ini, maka penulis
menggunakan metode pengumpulan data melalui beberapa teknik yaitu :

1. Kuesioner

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan dengan
memberikan daftar pertanyaan yang sudah disediakan atau ditentukan pilihan
jawabannya, yakni ditujukan kepada responden yang telah ditentukan.

2. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan mendatangi
informan atau pegawai dengan menyediakan daftar pernyataan yang
berstruktur untuk mendapatkan keterangan dan ataupun pendapat mengenai
proses pelayanan kemampuan dan sarana prasarana pelayanan sebagai faktor
yang menghambat dan ataupun mendukung peningkatan kualitas pelayanan
listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang.

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode wawancara dalam
penelitian ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog

langsung antara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan.
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Adapun informan tersebut terdiri dari :

a. Manajer Rayon 1 orang
b. Supervisor Administrasi : 1 orang
c. Supervisor Teknik : 1 orang
d. Outshorcing : 3orang
e. Pelanggan : 2 orang
Jumlah : 8 orang

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian
untuk memperoleh keterangan data yang akurat mengenai hal — hal yang
diteliti, untuk mengetahui relevansi, antara jawaban responden dengan
pelayanan listrk prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sawitto Kabupaten
Pinrang.

4. Telaah Dokumen

Telaah dokumen dilakukan dengan penelusuran terhadap beberapa
dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian guna mendapatkan data
sekunder yang akan digunakan dalam analisis permasalahan, yaitu
menyangkut bagaimana kualitas pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN
(Persero) Rayon Sawitto Kabupaten Pinrang.

Instrumen Pengumpulan Data
1. Pedoman Kuesioner
Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui

formulir-formulir yang berisi daftar pertanyaan yang mengacu kepada
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variabel-variabel penelitian dan diajukan secara tertulis dan dibagikan kepada
seluruh responden yang hasilnya akan dikemukakan dalam bilangan
presentase dan table frekuensi distribusi.
2. Pedoman Observasi

Pedoman ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung
terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan
dan infomasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta
mengetahui relevansi antara jawaban dengan responden dan informan dengan
kenyataan yang ada.

3. Pedoman Wawancara

Instrumen yang digunakan adalah pedoman yang merupakan acuan
bagi peneliti dalam melakukan wawancara, sehingga topic pembicaraan tetap
dalam pokok permasalahan yang diteliti. Selain mempermudah bagi peneliti
dalam pelaksanaannya juga agar efesiensi waktu pelaksanaan dapat lebih
diminimalisir.
Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dan pengolahannya
menggunakan metode statistic deskriptif (Sugiyono 2006:169), yakni statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.
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2. Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif tersebut bila hasilnya dalam bentuk bilangan,
akan ditransfer/dinyatakan terlebih dahulu dalam bentuk predikat yang
menunjukkan keadaan dan ukuran kualitasnya seperti baik, kurang baik dan
tidak baik.

Mempertimbangkan akan hal tersebut di atas, maka teknik pengolahan
data dalam penelitian ini dilakukan melalui tabulasi data yang hasilnya akan
dituangkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dalam bentuk %

(presentase) dengan rumus sebagai berikut :

f

P= — x100%

Keterangan :
P = Persentase
f = Frekuensi

N = Jumlah responden



